



A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan zaman pada saat ini semakin mengalami kemajuan, 
membuat kegiatan perekonomian semakin meningkat. Salah satu ciri dari 
meningkatnya perekonomian yaitu banyaknya lembaga keungan yang 
memberikan berbagai fasilitas yang memudahkan manusia untuk melakukan 
kegiatan perniagaan, pemenuhan kebutuhan hidup dan lain sebagainya.  
Untuk mewujudkan suatu sistem yang adil dan efisien dalam bidang 
keuangan, maka setiap masyarakat harus terpenuhi keinginannya untuk 
melakukan investasi serta usaha yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan 
mereka. Dengan demikian, sistem keuangan Islam harus dapat memfasilitasinya 
untuk kebutuhan tersebut.
1
 Salah satu dari lembaga keuangan Islam yaitu 
Perbankan syariah. Berdasarkan prinsip kerjanya, dalam menentukan harga baik 
harga jual ataupun harga beli, bank dibagi menjadi dua, yaitu bank berdasarkan 
prinsip konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah.
2
 
Perbankan syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia 
yang didirikan tahun 1992. Pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi 
secara global yang menyebabkan nilai rupiah turun dan harga barang pokok naik. 
Akibat dari krisis ekonomi terhadap dunia perbankan sangat fatal, hampir semua 
bank konvensional mengalami likuidas, hanya Bank Mualamat Indonesia yang 
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Perkembangan perbankan syariah semakin pesat dan meluas yang ditandai 
dengan disetujuinya Undang-Undang No 21 Taun 2008 tentang perbankan 
syariah, yang menjelaskan berbagai landasan hukum dan berbagai macam usaha 
yang boleh dioperasikan oleh perbankan syariah. Selain untuk bank syariah yang 
sudah beroperasi, Undang-Undang No 21 Tahun 2008 bisa dijadikan arahan untuk 
bank-bank konvensional untuk membuka unit syariah. 
Salah satu perbankan syariah yang mengalami perkembangan yang sangat 
pesat yaitu Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah pertama milik pemerintah yang 
beroperasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Secara histori, Bank Syariah 
Mandiri pada awalnya merupakan Bank Susila Bakti (BSB), yang merupakan 
anak dari perusahaan dari Bank Mandiri dan kemudian dikonversikan menjadi 
bank syariah yang secara penuh. 
Bank Syariah Mandiri sama halnya dengan Bank Syariah Pertama di 
Indonesia yaitu Bank Muamalat yang mana kedua bank ini termasuk dalam 
golongan Bank Umum Syariah, berbeda dengan bank syariah lainnya, yang masih 
tergolong ke dalam Unit Usaha Syariah seperti BRI Syariah, BNI Syariah, Bank 
Mega Syariah, Bukopin Syariah, BCA syariah, Cimb Niaga Syariah, BJB Syariah 
dan lain sebagainya. 
Perbandingan lain antara Bank Syariah Mandiri dengan bank syariah lain 
nya dalam segi perkembangan yang cepat salah satunya dapat dilihat dari laporan 
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keuangan, seperti laporan keuangan per 30 november 2018 total aset Bank 
Syariah Mandiri Sebesar 93,144 Triliun dan laba sebesar 661,650 Miliyar.
4
 BNI 
syariah mempunyai total aset yaitu sebesar  37,773 Triliun dan laba sebesar 
202,99 Miliyar.
5
 Bank Muamalat Indonesia mempunyai aset 55,098 Triliun dan 
laba sebesar 111,980 Miliyar.
6
 BRI Syariah mempunyai aset sebesar 36,242 
Triliun dan laba sebesar 126,818 Miliyar.
7
 BJB Syariah mempunyai aset 6,724 
Trilun dan laba sebesar 25,082 Miliyar.
8
 Dari beberapa laporan keuangan di atas, 
dapat dilihat bahwa Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah yang 
mengalami kemajuan yang sangat pesat. 
Bank Syariah  Mandiri dapat beroperasi secara resmi tanggal 1 November 
tahun 1999. Dalam masa pengoperasionalnya, Bank Syariah Mandiri mempunyai 
tujuan untuk mensejahterkan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai produk di 
tawarkan kepada masyarakat, baik itu masyarakat kecil menengah kebawah 
ataupun kepada masyarakat menengah keatas. Produk yang terdapat di Bank 
Syariah Mandiri yaitu produk pendanaan seperti tabungan, giro dan deposito. 
Untuk produk pembiayaan atau penyaluran dana terdapat pembiayaan griya BSM, 
pembiayaan otomotif, pembiayaan UMKM atau warung mikro, pembiayaan BSM 
implan, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Kemudian dari 
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produk jasa nya yaitu BSM card, SMS banking, BSM mobile banking, BSM net 
banking, BSM E-money dan lain sebagainya.  
Kegiatan perbankan dalam bentuk penyaluran dana  kepada nasabah secara 
garis besar terbagi menjadi empat. Keempat bagian tersebut dibedakan sesuai 
dengan tujuan penggunaanya yaitu, pembiayaan dengan prinsip jual-beli, 
pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan 
pembiayaan dengan akad pelengkap.
9
 
Bank Syariah Mandiri mempunyai produk pembiayaan yang memiliki 
keistimewaan bagi nasabah yaitu produk pembiayaan pensiunan. Pembiayaan 
pensiunan ini merupakan produk multiguna yang dapat digunakan untuk 
keperluan nasabah. Pembiayaan kepada pensiunan ini ditujukan kepada para 
pensiunan baik PNS pusat atau daerah, TNI atau POLRI, pensiunan pegawai 
BUMN/swasta/Asing yang mendapatkan pengahsilan pensiunan dengan maksimal 
usia 75 tahun pada saat jatu tempo pembayaran.  
Berikut jumlah nasabah dan jumlah permohonan pembiayaan pensiunan di 




Jumlah Nasabah dan Jumlah Pembiayaan yang dikucurkan Pada 
Pembiayaan Pensiunan BSM KCP Ujungberung  Periode 2017-2018 
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Tahun  Jumlah 
nasabah  
Jumlah pembiayaan yang 
dikucurkan  
2017  23 nasabah  Rp.  3.954.900.000  
2018  40 nasabah  Rp.  6.242.150.000 
Sumber : BSM KCP Ujungberung 2017-2018  
Dalam pelaksanaan produk pembiayaan pensiunan, Bank Syariah Mandiri 
menggunakan akad ijarah dan akad murabahah. Pembiayaan yang terdapat dalam 
pembiayaan pensiunan itu ada lima pembiayaan dan setiap pembiayaan memiliki 
akadnya masing-masing yaitu; pembiayaan renovasi rumah (akad murabahah), 
pembelian kendaraan bermotor (akad murabahah), pembiayaan untuk biaya 
sekolah (akad ijarah), pembiayaan untuk kebutuhan rumah tangga (akad 
murabahah)  dan pembiayaan untuk barang usaha (akad murabahah). 
10
   
Murabahah merupakan akad jual-beli barang dengan menjelaskan harga 
pokok dan keuntungan (margin) yang disepakati kedua belah pihak.
11
 Buku II 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab I Pasal 20 ayat (6) bahwa Murabahah 
adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal 
dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan 
bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang 
merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya 
dilakukan secara tunai atau angsur.
12
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Konsep jual beli murabahah menurut fikih muamalah klasik menekankan 
adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan konsumen dengan harga 
jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit yang 
diinginkan. Bila terkait dengan pihak bank di wajibkan untuk menerangkan 
tentang harga beli dan tambahan keuntungan yang diinginkan kepada nasabah. 
Dalam konteks ini, bank tidak meminjamkan uang kepada nasabah untuk membeli 
komoditas tertentu, akan tetapi pihak bank yang berkewajiban untuk membeli 
komoditas pesanan nasabah dari pihak ketiga, dan kemudian dijual kembali 
kepada nasabah dengan harga yang disepakati kedua pihak. 
13
  
Produk pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah maka nasabah 
bertindak sebagai pembeli dan bank bertindak sebagai penjual. Secara prinsip 
syari’ah untuk melakukan akad murabahah harus memperhatikan rukun dan 
syarat jual-beli diantaranya yaitu, harus adanya pembeli, penjual, obyek jual beli, 
ijab qobul dan akad-akad yang akan dikaitkan dengan akad murabahah. 
Murabahah merupakan salah satu ruang lingkup dari jenis fikih muamalah 
yaitu fikih muamalah al-madiyah. Fikih muamalah madiyah merupakan salah satu 
jenis fikih muamalah yang membahas mengenai obyek, karena obyek jual beli 
dalam perspektif hukum Islam itu bukan hanya untuk mencari keuntungan saja, 
tapi bertujuan juga untuk mendapatkan ridha Allah. Oleh karena itu, barang yang 
menjadi obyek jual beli itu harus dilihat jenisnya apakah itu halal atau haram, 
memadharatkan atau menjadi kemaslahatan untuk manusia.
14
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Mekanisme yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri dalam 
pembiayaan pensiunan dengan menggunakan akad murabahah  ini, pihak bank 
hanya memiliki rincian anggaran biaya yang dibuat oleh pihak bank itu sendiri 
untuk pembelian obyek barang yang akan ditandatangani dengan nasabah. 
Sehingga, dalam transaksi ini pihak bank meyerahkan kepada nasabah bukan 
dalam bentuk barang, melainkan dalam bentuk uang. Hal ini terjadi karena pihak 
bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk menjadi wakil dari pihak bank 
untuk membeli obyek akad. Dengan demikian, nasabah memiliki amanah dan 
harus menepati perjanjian yang telah disepakatinya.   
Melihat kondisi di atas, ada beberapa pembahasan yang harus diteliti lebih 
jauh, antara lain: pertama, dalam melakukan praktiknya akad murabahah 
dilakukan sebelum barang itu dibeli dan setelah barang dibeli pun nasabah tidak 
menyerahkan bukti pembelian kepada bank bahwa nasabah sudah membeli barang 
yang sudah disepakati dalam akad, hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan 
pembiayaan oleh nasabah. Kedua, dalam syarat dan rukun jual beli, barang yang 
dijadikan obyek jual-beli harus diketahui secara pasti, baik itu menyangkut 




Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis melakukan penelitian 
tentang “Pelaksanaan Pembiayaan Pensiunan Dengan Akad Murabahah di Bank 
Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung”. 
B. Rumusan Masalah 
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Setiap melakukan transaksi pasti terdapat subjek, objek dan shigat (ijab 
dan kabul). Terlebih lagi pada akad murabahah harus terpenuhi nya rukun dan 
syarat sah jual beli. Apabila objek akadnya tidak ada atau belum menjadi hak 
milik pihak bank, maka terdapat rukhsah yang bisa dipakai oleh pihak bank yaitu 
dengan memberi kuasa kepada nasabah untuk mewakilkannya, hal ini 
menggunakan akad wakalah.  Dalam prakteknya di lapangan bahwa pelaksanaan 
akad murabahah  ini adanya disharmonisasi antara peraturan yang telah 
ditetapkan  dalam fatwa DSN-MUI, Undang-Undang Perbankan Syariah, 
Peraturan Bank Indonesia dengan apa yang terjadi di lapangan. Maka penelitian 
ini dibuat dalam rangka penyesuaian antara pelaksanaannya di lapangan dengan 
peraturan-peraturan yang telah menjadi panduan untuk setiap perbankan syariah, 
serta dalam rangka membangun sitem transaksi ekonomi yang sesuai dengan 
prinsip syariah.  
Dari rumusan masalah tersebut, dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana mekanisme pembiayaan pensiunan dengan akad murabahah di 
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung? 
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembiayaan 
pensiunan dengan akad murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor 
Cabang Pembantu Ujungberung? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 
oleh penulis adalah sebagai berikut: 
  
1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan pensiunan dengan akad 
murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu 
Ujungberung. 
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap 
pembiayaan pensiunan dengan akad murabahah di Bank Syariah Mandiri 
Kantor Cabang Pembantu Ujungberung.  
D. Kegunaan Penelitian  
Penulis berharap peneitian ini dapat memberikan manfaat baik secara 
teoritis maupun praktis. 
1. Kegunaan teoritis 
Dapat memberikan informasi dan kontribusi ilmu pengetahuan serta 
pengalaman bagi civitas akademika, baik itu dosen maupun mahasiswa 
mengenai “ Pelaksanaan Pembiayaan Pensiunan Dengan Akad Murabahah Di 
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu  Ujungberung” dapat 
digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya dengan tema 
yang sama  namun menggunakan teknik dan analisa yang berbeda demi 
kemajuan ilmu pengetahuan.  
2. Kegunaan Praktis 
Dari hasil penelitian ini dapat memberikan hasil pemikiran untuk 
menjadi acuan melaksanaan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Dapat 
menjadi masukan bagi lembaga keuangan bank itu sendiri yaitu Bank Syariah 
Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung dalam melaksanakan 
  
pembiayaan pensiunan dengan akad murabahah serta penggunanaan akad 
yang sesuai dengan kegunaannya. 
E. Kerangka Pemikiran  
1. Studi Terdahulu 
Akad jual beli murabahah merupakan salah satu akad yang sering 
dipakai dalam kehidupan sehari hari, salah satu penerpannya terdapat juga di 
lembaga keuangan syariah. Namun, dalam pengaplikasian akad murabahah 
tersebut selalu ada yang menyimpang dari aturan atau konsep syariah. 
Permasalahan atau ketidaksesuaian yang ada dalam akad murabahah baik itu 
dari produk yang sama atau berbeda telah diteliti. Beberapa peneliti yang 
membahas mengenai akad murabahah sebagai berikut:  
Pertama, skripsi yang ditulis oleh Cucu Suhartini dengan judul 
“Realisasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro Syariah Di Bank 
Syariah Mandiri KC Garut”. Skripsi ini membahas mengenai penentuan 
besarnya plafond dalam pembiayaan itu bukan berdasarkan harga beli barang, 
oleh karena itu menyebabkan timbulnya ketidakjelasan dalam menentukan 
harga beli barang, biaya yang diperlukan dengan margin yang diambil 
berdasarkan harga barang itu sendiri. Sedangkan di dalam Fatwa DSN-MUI 




Kedua, skripsi yang ditulis oleh Oneng Muawanah dengan judul 
“Pelaksanaan Murabahah Wal Wakalah pada pembiayaan renovasi rumah di 
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Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)  Kantor Pusat Rancaekek 
Bandung”. Skripsi ini membahas mengenai pembiayaan renovasi rumah 
dengan akad murabahah wal wakalah dimana bank memberikan uang kepada 
nasabah bukan barang, dengan alasan pihak bank mewakilkannya kepada 
nasabah guna membeli barang sesuai dengan kebutuhan nasabah.
17
 
Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Rikni Primanurhaqqi dengan judul 
“Pelaksanaan Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua Melalui Akad 
Murabahah Di BMT Al-Barkah Kota Bandung”. Dalam pelaksanaan 
pembiayaan melalui akad murabahah tidak bisa di sertai dengan akad ijarah, 
karena pada prinsipnya dua akad tersebut berbeda tujuan dan 
pengaplikasiannya. Namun, pada pelaksanaannya di BMT Al-Barkah Kota 
Bandung adalah adanya akad tambahan dalam akad murabahah yaitu akad 
ijarah. Disini terdapat dua akad yang sekaligus, yaitu akad sewa dan jual beli, 
dan perpindahan kepemilikan terjadi selama periode sewa secara bertahap. 




Keempat, skripsi yang ditulis oleh Dena Permana dengan judul 
“Implementasi Akad Murabahah di BMT Al-Amanah Situraja Sumedang”.  
Akad murabahah di BMT ini, lebih tepat dikatakan sebagai akad pinjaman 
atau hutang kepada nasabah untuk membantu nasabah menutup kekurangan 
atas modal awal yang dimiliki oleh nasabah untuk membeli barang dari 
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supplier. Disini, BMT tidak memenuhi ketentuan untuk menjadi seorang 
pejual. Alasan yang sangat jelas terlihat karena barang yang masih ada 
dibawah kekuasaan pihak ketiga (supplier), bukanlah milik bank. Ketika 
bentuk itu sudah menjadi akad utang piutang, maka tidak diperkenankan 
mengenakan tambahan atas pinjaman. Jika hal ini dilakukan, besar 




Kelima, skripsi yang ditulis oleh Syahrul Fitriadin Ramdani dengan 
judul “Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Melalui Akad 
Murabahah  Di Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung’. Yakni pada 
prinsipnya murabahah itu jual beli, ketika ada permintaan dari nasabah, bank 
terlebih dahulu membeli barang atau benda yang diajukan nasabah, lalu bank 
menjual kembali kepada nasabah dengan harga aslinya lalu ditambah dengan 
margin  yang telah disepakati oleh nasabah. Namun yang terjadi dilapangan, 
bank tidak membeli pesanan pembiayaan barang yang diajukan nasabah, 
melainkan dana pembiayaan tersebut langsung masuk ke rekening nasabah 
tanpa adanya akad wakalah (mewakilkan) kepada nasabah untuk membeli 
barang atau benda yang diajukan oleh nasabah.  
Kemudian dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada 
pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan pensiunan, dimana penulis 
ingin mengkaji lebih mengenai perealisasian pembiayaan dalam segi fikih 
musmslsh al-madiyyah yaitu obyek akad dalam suatu transaksi, seperti 
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pembiayaan pensiunan dengan akad murabahah, apakah nasabah yang 
bersangkutan membeli obyek akad sesuai dengan yang tandatangani dalam 
akad tersebut. 
2. Kerangka Berfikir 
Kata fiqh dalam al-Qur’an tidak kurang dari 19 ayat yang membahas 
mengenai fikih. Sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Taubah 
(9) : 122. 
 ْاُوهََّقَفَتيِّل َٞةِفٓئَاط ُۡمهۡن ِّم َٖةقِۡرف ِّلُك نِم ََرَفن َلََۡوَلف 
ٗۚ ةَّٓفاَك ْاوُِرفَنِيل َنُونِمۡؤُمۡلٱ َناَك اَمَو  ِني ِّدلٱ ِيف
  َنوُرَذَۡحي ُۡمهَّلََعل ۡمِهَۡيِلإ ْآوُعَجَر اَذِإ ُۡمهَمَۡوق ْاوُرِذُنِيلَو 
Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke 
medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka 
beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan 
untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali 




Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: 
 ِني ِّدلا ِىف ُهْهَِّقُفي اًرْيَخ ِِهب ُ َّاللَّ ِدُِري ْنَم 
Artinya: “Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang 
baik disisi-Nya niscaya diberikan kepadanya pemahaman (yang mendalam) 
dalam pengetahuan agama.” (Hadits Riwayat Bukhari No 71 dan Hadits 
Riwayat Muslim No. 1037)
21
 
Fikih menurut bahasa yaitu    ب ملعلا هل مهفلو ءيشاا “ilmu tentang sesuatu 
dan cara memahami”, sedangkan menurut istilah yaitu,  ةيعرشلا ماكحلَااب ملعلا
ةيلصفتلااهتلدا نم ةبستكملا ةيلمعلا   “suatu ilmu tentang hukum-hukum syari’ yang 
praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci”. Hukum-hukum syara yang 
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praktis itu terbagi secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal yaitu 
hubungan manusia dengan Allah SWT  ( اللَّ نم لبح) , dalam hal ini berkaitan 
dengan ibadah, kewajiban dan hak manusia terhadap pencipta-Nya. Hukum-
hukum Allah itu ada tiga cakupannya yaitu, i’tiqodiyyah, khuluqiyyah dan 
amaliyah. Hukum syari’ secara horizontal yaitu mencakup hubungan manusia 
dengan manusia lagi, hal ini berkaitan dengan jual beli, shadaqoh, hubungan 
perdata dan lain sebagainya. Kemudian dalam istilah fikih di atas terdapat kata 
dalil-dalil yang terperinci (ةيلصفتلا اهتلدا نم) maksudnya adalah dalil yang cukup 
jelas, masing-masing persoalan atau permasalahan ada dali-dalil tertentu, 
contohnya seperti dalam hal wudhu, shalat, jual beli, gadai, riba dan lain 
sebagainya itu terdapat dalil-dalil khusus yang sesuai dengan hal tersebut.  
Tujuan dari fikih itu sendiri untuk mencapai keridhaan Allah SWT. 
Dengan melaksanakan syari’ah-Nya di muka bumi sebagai pedoman hidup 
individual, berkeluarga maupun hidup bermasyarakat. Semua itu harus 
terlaksana dengan keadilan, kemaslahatan mengandung rahmat dan hikmah. 
Karena menurut Al-Syathibi ada lima tujuan dari hukum Islam yaitu, 
memelihara agama, memelihara diri, memelihara keturunan, memelihara harta 
dan memelihara akal. Kelima hal tersebut harus pada diri setiap manusia agar 
hidupnya selalu bisa menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-
Nya.  
Obyek pembahasan dalam ilmu fikih yang menjadi aspek setiap 
perbuatan mukallaf yang disertai dengan dalil-dalil terperinci itu terdapat 6 
(enam) obyek bahasan:  
  
1. Dalam bidang ibadah, yaitu cara melaksanakan shalat, puasa, ibadah haji 
dan sebagainya. 
2. Dalam bidang ahwal al-syahsiyah, yaitu bagaimana cara melaksanakan 
kewajiban dalam keluarga atau rumah tangga, apa yang harus dilakukan 
terhadap harta kekayaan keluarga yang meninggal dunia dan sebagainya. 
3. Dalam bidang muamalah, yaitu menjelaskan tentang cara melaksanakan 
jual beli, sewa-menyewa, kerja sama yang sesuai dengan aturan yang 
telah ditetapkan dalam Islam.  
4. Dalam bidang jinayah, yaitu tentang perilaku yang dilarang untuk 
kehidupan sehari-hari beserta dengan sanksinya apabila melanggar dan 
tidak melaksanakan kewajibannya. 
5. Dalam bidang hukum acara (al-qadha), yaitu bagaimana dan kemana 
cara seseorang mengadukan masalahnya apabila dirugikan atau 
mendapat perlakuan secara tidak adil oleh orang atau sekelompok orang.  
6. Dalam bidang siyasah, yaitu bagaimana perbuatan mukallaf dalam 
melakukan hubungannya dengan masyarakat, pemimpin dan lembaga-
lembaga yang ada di masyarakat.  
Dari keenam bidang di atas, bidang muamalah merupakan salah satu 
bidang yang  sangat penting. Muamalah (تلاماعملا) dari segi bahasa berasal 
dari kata  لماع yang berarti saling berbuat. Muamalah secara terminologi dapat 
di bagi menjadi dua jenis, yaitu muamalah dalam arti luas dan muamalah 
dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas itu terdapat beberapa 
definisi yang dikemukakan oleh para ahli, di antaranya oleh Muhammad 
  
Yusuf Musa dan Al-Dimyati. Menurut Muhammad Yusuf Musa muamalah 
dalam arti luas yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus ditaati oleh seluruh 




Menurut Al-Dimyati bahwa muamalah itu   اببس نوكيل يويندلا ليصحتلا
رخءلال yang artinya menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya 
masalah ukhrawi. Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan Allah SWT untuk mengatur 
perilaku manusia yang kaitannya dengan urusan duniawi.  
Sedangkan muamalah dalam arti sempit menurut Rasyid Ridha bahwa 
muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan 
cara-cara yang telah ditentukan. Kemudian menurut Hudlari bahwa muamalah 
adalah  مهعفانم لدابتي اهب يتلا دوقعلا عيمج تلام اعملا “ muamalah adalah semua akad 
yang membolehkan manusia saling tukar menukar manfaatnya”.  
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fikih muamalah 
dalam arti sempit yaitu aturan-aturan Allah yang harus ditaati yang mengatur 
hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh 
dan mengembangkan harta benda.
23
 
Fikih muamalah terbagi dalam lima bagian yaitu mu’awadlah maliyah 
(hukum kebendaan), munakahat (hukum perkawinan), amanat dan a’riyah 
(pinjaman), tirkah (hukum peninggalan) dan muhasanat (hukum acara). 
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menurut Al-Fikri dalam kitabnya “ al-muamalah al-madiyah wa al-adabiyah” 
bahwa muamalah terbagi dalam dua bagian yaitu
24
 
1. Al-muamalah al-madiyah yaitu muamalah yang membahas mengenai 
obyeknya, karena obyek jual beli dalam perspektif hukum Islam itu 
bukan hanya untuk mencari keuntungan saja, tapi bertujuan juga untuk 
mendapatkan ridha Allah. Oleh karena itu barang yang menjadi obyek 
jual beli itu harus dilihat jenisnya apakah itu halal atau haram, 
memadharatkan atau menjadi kemaslahatan untuk manusia.  
2. Al-muamalah al-adabiyah adalah mumalah yang membahas dari segi 
subjeknya, karena subjek ini menjadi dasar terjadinya transaksi jual beli 
yang berkisar pada keridhaan dua belah pihak, ijab kabul, menipu, dusta 
dan lain sebagainya.  
Kedua bagian fikih muamalah diatas tidak dapat terpisahkan, karena 
keduanya sangat penting untuk terwujudnya transaksi yang sesuai dengan 
prinsip syari’ah dan mendapat keridhaan Allah SWT. Ruang lingkup dari fiqh 
al-muamalah al-adabiyah  adalah ijab dan kabul, tidak ada keterpaksaan 
antara satu sama lain, hak dan kewajban dan segala sesuatu yang berkaitan 
dengan peredaran harta dalam bermasyarakat. Kemudian ruang lingkup 
pembahasan fiqh al-muamalat al-Madiyah yaitu masalah jual beli (al-bai’ al-
tijarah), pemindahan hutang (hiwalah), jatuh bangkrut (taflis), sewa-menyewa 
(al-ijarah), barang titipan (al-wadi’ah), garapan tanah (al-muzara’ah), 
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perseroan harta dan tenaga (al-mudharabah), pemberian (al-hibbah), damai 
(al-sulhu) sewa-menyewa tanah (al-mukhabarah) dan lain sebagainya. 
Semua kegiatan transaksi muamalah seperti yang telah dijelaskan  
diatas itu pada dasarnya diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkan. 
Sesuai dengan kaidah ushul fikih  ئلع ليلد لدي نا لَا هحابلَا تلاماعملا يف لصلَا
اهميرحت artinya” Pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengaharamkannya.”25 
 Dalam bermuamalah harus menggunakan akad atau kontrak 
perjanjian. Hal ini disebabkan agar semua pihak yang melakukan kegiatan 
muamalah tidak ada yang saling dirugikan satu sama lain, dan untuk 
menghindari hal penipuan, kecurangan dan hal-hal lain yang mengakibatkan 
masalah-masalah dalam kegiatan transaksi. Selain itu, akad berguna agar 
terjalinnya interaksi yang maslahah yang membawa manfaat dan berdampak 
baik bukan hanya dalam pandangan manusia tetapi baik juga dalam 
pandangan agama. 
Akad berasal dari kata دقع- دقعي- ادقع  yang mempunyai arti membangun 
atau mendirikan, perjanjian, percampuran, menyatukan. Akad juga 
mempunyai arti kontrak (perjanjian yang tercatat).
26
 Sedangkan akad menurut 
al-Sayyid Sabiq yaitu kesepakatan atau ikatan.
27
 
Akad dalam istilah fikih secara umum yaitu sesuatu yang menjadi niat 
seseorang untuk melaksanakan suatu perkara baik yang terjadi dari satu pihak 
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saja seperti talak, sumpah dan wakaf, maupun yang terjadi karena kedua belah 
pihak seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai, dan lain sebagainya.
28
 
Sedangkan akad secara khusus yaitu keterkaitan antara ijab (pernyataan 
penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kobul (pernyataan penerimaan 
kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. 
Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad 
penghimpunan dan penyaluran dana bagi yang melaksanakan kegiatan usaha 
berdasarkan prinsip syariah. Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa akad adalah 
perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qobul (penerimaan) 
antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing 
pihak sesuai dengan prisip syariah. 
Undang-Undang perbankan syariah No 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 
(13) disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah 
dan Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan 
kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. 
Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa akad adalah 
perjanjian yang mengikat satu sama lain yang menimbulkan hak dan 
kewajiban. Untuk melakukan suatu akad harus memperhatikan rukun dan 
syarat berakad. Menurut hanafiyah, akad memiliki tiga rukun yaitu, (1) aqid 
yaitu orang yang berkad, (2) ma’qud alaih yaitu sesuatu yang diakadkan, dan 
(3) shighat yaitu ijab dan kobul.
29
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Syarat-syarat dalam pembentukan akad terbagi dalam empat bagian 
yaitu syarat sahnya akad, syarat pelaksanaan akad, syarat terjadinya akad dan 
syarat kepastian hukum. Setelah terpenuhinya rukun dan syarat akad, maka 
transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Kedudukan akad dalam setiap 
transaksi menjadi penting demi kemaslahatan sosial masyarakat. Akad 
menjadi suatu hal yang wajib dalam sebuah transaksi, karena terdapat nilai 




Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang 
menggunakan akad dalam setiap transaksi, baik transaksi pendanaan, 
pembiayaan dan jasa. Akad yang digunakan oleh bank syariah, itu memiliki 
konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena dilakukan berdasarkan hukum 
Islam. Meskipun seringkali terjadi pelanggaran kesepakatan baik itu oleh 
nasabah maupun oleh bank syariah. Dari segi ada atau tidaknya kompensasi, 
akada dibagi menjadi dua bagian, yakni akad tabarru’ dan akad tijarah. Akad 
yang digunakan oleh perbankan syariah dalam operasinya yang berorientasi 
pada keuntungan adalah akad tijarah. Akad yang orientasinya untuk kegiatan 
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Gambar 1.1 Akad Tabarru’ 
Pada hakikatnya akad tabarru’  adalah segala macam perjanjian yang 
menyangkut not-profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini bukan 
transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil, tetapi bertujuan untuk 
tolong-menolong dalam rangka berbuat kebajikan.
31
 
Dalam akad tabarru’, pihak yang memberikan dana tidak bleh 
meminta imbalan dalam bentuk apapun karena imbalannya adalah dari Allah. 
Tetapi pemberi dana boleh meminta kepada nasabah untuk membayar biaya-
biaya yang dikeluarkan untuk melakukan akad tabarru’ tersebut, akad yang 
termasuk kedalam akad tabarru’ yaitu rahn, wakalah, wadiah, hibah, wakaf, 
qardh, shadaqah, hadiah, hiwalah kafalah dan lain sebagainya. 
Akad tijarah adalah  semua akad atau perjanjian yang berkaitan 
dengan for profit transaction. Akad-akad tijarah ini bersifat komersil, 
tujuannya untuk mencari keuntungan. Yang termasuk kedalam akad tijarah 
yaitu jual-beli, sewa-menyewa, kerjasama dan investasi. Akad tijarah terbagi 
kedalam dua kelompok berdasarkan tingkat kepastiannya, yaitu Natural 
Uncertainty Contracts dan Natural Certainty Contracts.
32
 
Natural Certanty Contracts merupakan kategori akad yang mana 
kedua belah pihak saling menukar asset yang dimilikinya. Dalam hal ini obyek 
transaksi nya harus sudah jelas kualitas dan kuantitasnya, waktu penyerahan, 
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dan harus ditetapkan saat awal akad. yang termsuk dalam Natural Certainty 
Contracts adalah akad jual-beli dan akad sewa. Pada dasarnya akad jual-beli 
memiliki lima bentuk akad, yaitu al-ba’i naqdan, al-ba’i muajjal, al-ba’i 
taqsith, salam, istishna’.  
Natural Uncertainty Contracts (NUC) merupakan transaksi kedua 
telah saling memberikan asetnya untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha. 
Kedua belah pihak saling harus saling memberi keuntungan dan harus 
menanggung resiko secara bersamaan juga. Perjanjian jenis ini termasuk 
dalam perjanjian kerjasama dan kontrak ini tidak memiliki kejelasan dalam hal 
keuntungan dan kerugian, waktu dan jumlah. Contoh- contoh akad dalam 
NUC adalah akad musyarakah, mudharabah, musaqah, mukhabarah dan 
muzara’ah. Akad musyarakah mempunyai lima jenis akad, yakni syirkah 
muwaffadhah, syirkah ‘inan, syirkah wujuh, syirkah ‘abdan, syirkah 
mudharabah. 
Antara akad Natural Certainty Contracts dengan Natural Uncertainty 
Contracts tidak dapat di ubah satu sama lain bahkan dicampurkan antara NCC 
dengan NUC itu merupakan hal yang dilarang. Apabila NUC diubah menjadi 
NCC  maka hal tersebut tidak boleh karena akan menimbulkan riba nassiah. 
Demikan pula dengan akad NCC tidak dapat diubah menjadi akad NUC 
karena hal tersebut akan mengubah hal yang sudah pasti menjadi hal yang 

















Gambar 1.2 Akad Tijarah 
F. Langkah-langkah Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 
Pembantu Ujungberung, beralamat Di Jalan A.H Nasution No. 46-A, Pertokoan 
Ubertos, Ujungberung, Pakemitan, Cinambo, Kota Bandung. penelitian ini, tidak 
lepas dari langkah-langkah penelitian yang sering disebut juga dengan metodologi 
penelitian atau dengan istilah  lainnya yaitu prosedur penelitian, dalam hal 
tersebut yaitu: 
1. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-
peraturan yang terdapat dalam penelitian. Dilihat dari sudut filsafat, metodologi  
penelitian merupakan epistemologi penelitian, yaitu yang menyangkut bagaimana 
kita mengadakan penelitian.
33
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif, yaitu salah satu metode penelitian yang diusahakan untuk 
mengamati permasalahan secara sistematis dan sesuai dengan fakta berdasarkan 
pada subjek atau obyek penelitian. Penulis mendeskripsikan yang terjadi 
dilapangan dengan di buat sampling data memadukan bahan-bahan hukum 
mengenai obyek dalam akad murabahah pada produk pembiayaan pensiunan di 
Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung. 
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2. Jenis Data  
Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data 
kualitatif. Penulis menyajikan data-data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat 
serta uraian-uraian sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan di Bank Syariah 
Mandiri KCP Ujungberung.
34
 Penelitian kualitatif berhubungan erat dengan ide, 
persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak 
dapat diukur dengan angka 
3. Sumber Data  
Sumber data yang didapat dalam penelitian ini terbagi dalam dua bagian 
yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 
a. Sumber data primer, merupakan sumber data yang sangat pokok. Sumber 
data ini berupa SOP, berkas-berkas nasabah pembiayaan pensiunan, dan 
laporan data transaksi pembiayaan pensiunan.  
b. Sumber data sekunder, merupakan sumber data yang didapatkan dari 
berbagai buku yang diajdikan literatur dalam penelitian. Sumber data 
sekunder juga dapat diperoleh dari berbagai referensi lain, seperti makalah, 
jurnal, catatan dan lain sebagainya. . 
4. Teknik Penelitian  
a. Wawancara  
Wawancara adalah salah satu metode percakapan antara dua orang atau 
lebih dengan mengajukan pertanyaan yang harus dijawab untuk mendapatkan 
data sebagai seumber penelitian. Dengan ini penulis menggunakan jenis 
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wawancara tidak terstruktur yaitu dengan cara beberapa pertanyaan yang 
diajukan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara 
yang telah ditetapkan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
pihak Bank Syariah Mandiri divisi marketing. Selain itu, penulis juga 
menggunakan teknik wawancara terstruktur, yaitu dilakukan dengaan nasabah 
dan divisi marketing.  
b. Studi Dokumentasi  
Sumber tertulis yang didapatkan oleh penulis dalam penelitian, berupa 
klausal akad serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Bank Syariah 
Mandiri KCP Ujungberung  yang penulis jadikan sebagai studi dokumentasi. 
c. Studi Kepustakaan  
Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang ada 
hubungannya dengan inti permasalahan yang diteliti, yaitu dengan mengkaji 
berbagai literature yang ada kaitannya dengan pelaksanaan pembiayaan 
pensiunan.  
5. Analisis Data 
Pada Jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan 
setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara 
yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data 
secara bersamaan. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk 
mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali.
35
 
Pengolahan dan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara 
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mengklasifikasikan atau mengkategorikan berdasarkan beberapa tema sesuai 
fokus penelitannya. Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini terdiri dari :  
a. Analisa sebelum di lapangan  
Proses ini peneliti melakukan studi pendahuluan tentang permasalahan 
yang akan di bahas dan diteliti, agar dapat ditentukan fokus penelitiannya. 
Tetapi, fokus penelitian ini masih dalam sifat sementara. 
b. Reduksi Data  
Reduksi data merupakan proses pemilihan data, pemilahan data, 
pengolahan data. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu: 
1. Pemilihan data, dengan menggolongkan atau mengelompokan nya ke 
dalam tiap permasalahan, mana yang termasuk sebagai data primer 
atau data sekunder.  
2. Pemilahan data, dilakukan melalui uraian singkat, mengarahkan, 
memilah atau  membuang yang tidak perlu untuk digunakan sebagai 
bahan penelitian baik dari data primer atau dari data sekunder.  
3. Pengolahan data, dilakukan setelah di pilah semua baik itu dari data 
primer atau data sekunder yang baik digunakan untuk penelitiaan,  
kemudian diolah untuk mendapatkan data yang dapat diverifikasi dan 
di tarik menjadi suatu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan 
dengan menghasilkan data yang valid.  
c. Penyajian Data  
Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian 
data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, 
  
hubungan antar kategori atau diagram alur. Pada langkah ini, peneliti berusaha 
menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan 
memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian. Penyajian data 
yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis 
kualitatif yang valid. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata 
mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus 
menerus sampai proses penarikan kesimpulan.  
d. Penarikan Kesimpulan  
Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan pengetahuan baru yang 
belum pernah ada dan ditarik kesimpulan sesuai dengan perumusan masalah 
yang telah diajukan dan dibahas dalam skripsi ini 
 
